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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 3 T A H U N 2023 

T E N T A N G 

P E R U B A H A N ATAS P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO NOMOR 34 

T A H U N 2022 T E N T A N G PEDOMAN PELAKSANAAN MUTAS I DAN PROMOSI 

P E G A W A I N E G E R I S I P I L PADA P E M E R I N T A H D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YAIVJG MAHA E S A 

WAL I KOTA G O R O N I ALO, 

: a . bahwa da lam rangka mengoptimalkan pe laks i inaan mutas i 

dan promosi Pegawai Negeri S ip i l pada pemerintah daerah 

per lu d i l akukan penyesuaian terhadap kebu tuhan 

Pemerintah Daerah sehingga menjamin pe laksanaan m u t a si 

dan promosi yang akuntabe l dan t ransparan ; 

b. bahwa agar pe laksanaan mutas i dan promosi dapdt 

t e r laksana dengan baik sesuai ketentuan peraturap 

perundang-undangan per lu d i l akukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksujd 

da lam h u r u f a dan h u r u f b per lu menetapkan PeraturaJn 

Wal i Kota tentang Perubahan atas Pera turan Wal i Kota 

Gorontalo Nomor 34 T a h u n 2022 tentang Pedoman 

Pe laksanaan Mutas i dan Promosi Pegawai Neg;eri S ip i l pada 

Pemerintah Daerah ; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n l?i59 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesija 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentarig 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara RepulDlik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

      
Na 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 23 TAHUN 2023 

3, 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 34 

TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan mutasi 

dan promosi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan 

Pemerintah Daerah sehingga menjamin pelaksanaan mutasi 

dan promosi yang akuntabel dan transparan, 

b. bahwa agar pelaksanaan mutasi dan promosi dapdt 

terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan perlu dilakukan perubahan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Daerah, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

  

  

  

    

Nomor 1822), 
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an Y 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
EAEAG 

- x Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Ma Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

- |        
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Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 

beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Ker ja (Lembarain 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 24^ , 

T a m b a h a n Lembarain Negara Republ ik Indones: 

Nomor 6573) ; 

3. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2023 tentang Apara tur 

S ip i l Negara (Lembaran Negara Republ jk Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 1 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negaifa 

Republ ik Indonesia Nomor (5897); 

4. Pera turan Pemerintah Norior 11 T a h u n 2017 tentarig 

Manejemen Pegawai Negeri S ip i l (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembarain 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telqh 

d iubah dengan Pera turan Pi^merintah Nomor 17 T a h u n 2020 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 

Nomor 68, T a m b a h a n Lembaran Negara Repulolik Indones: 

Nomor 6477) ; 

5. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 58 T a h u n 201j9 

tentang Mutas i Pegawai Neigeri S ip i l An tar Kalaupaten/Ko 

antar Provinsi dan antar Ftov ins i (Ber i ta Negara R e p u b l ^ 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1034); 

6. Pera turan B a d a n Kepegawaian Negara Nomor 5 T a h u n 20119 

tentang T a t a C a r a Pe laksanaan Mutas i (Elerita Negaia 

Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 391) ; 

7. Pera turan Wal i Kota Gorontalo Nomor 32 T a h u n 2022 

Tentang Pedoman Pe laksanaan Mutas i D a n Promosi Pegawai 

Negeri S ip i l Pada Pemerintah Daerah (Beri ta Daeragh Ko1:a 

Gorontalo T a h u n 2022 Nomor 32). 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO TENTANG P E R U B A H A ^ 

ATAS P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO NOMOR 32 

TAHUN 2022 T E N T A N G PEDOMAN PELAKSANAAN MUTAS I DAN 

PROMOSI P E G A W A I N E G E R I S I P I L PADA P E M E R I N T A H D A E R A H 

-2- 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477), 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota 

antar Provinsi dan antar Frovinsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034), 

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391): 

7. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai 

Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah (Berita Daeragh Kota 

Gorontalo Tahun 2022 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

  za ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 32 
DAERAH 
  na TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN 

5 PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH   
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Pasa l I 

B(jberapa kebmtuan da lam Peraturan Wal i Kota (Sorontalo Nomor 34 T a h u n 2022 

tentang Pedoman Pe laksanaan Mutas i dan Promosi Pegawai Neg<^ri S ip i l pada 

Pemerintah Daerah (Beri ta Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2022 Nom or 34) d iubah 

sebagai ber ikut: 

1. Ketentuan Pasa l 8 ayat (1) h u r u f d dan ay£it (2) h u r u f d di ha.pus sehingga 

Pasa l 8 hterbunyi sebagai ber ikut: 

Pasa l 8 

(1) Mutas i PNS bagi J a b a t a n Pelaks£m£i yang d iusu lkan oleh kepa^a 

Per£mgkat Daerah d i l aksanakan sebagai ber ikut: 

a . kepala Perangkat Daerah/Uni t Ker ja Pener ima mengajukan s u r ^ t 

permohonan kepada Kepa la Perangkat Daerah/Uni t Ker ja asa l ; 

b. kepala Perangkat Daerah/Uni t Ker ja asa l menerbi tkan sur^ t 

persetujuan mutas i ; 

c. kepa la Perangkat Daerah/Uni t Ker ja pener ima mengajukajn 

u s u l a n mutas i mela lui S is tem Informasi Mutas i Pegawjd 

Terintegrasi dengan me lampi rkan persetujuan Kepjda Perangkfit 

Daerah/Uni t Ker ja asa l dan dokumen ana l is is j aba tmi dan ana l i s s 

beban ker ja u n t u k j aba tan PNS y£Lng bersangkutan; 

d. d ihapus; 

e. B K P P menerbi tkan Sura t Per intah Tugas setelaih mendap^t 

persetujuan Pyb. 

(2) Mutas i PNS bagi j aba tan pe laksana yang d i u s u l k a n perorangajn 

d i laJ isanakan sebagai ber ikut: 

a . PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutas i kepada 

Kepala Perangkat Daerah/Uni t Ker ja asa l ; 

b. Apabi la disetujui Kepala Perangkat Daerah/Uni t Ker ja as id 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f a , PNS yang loersangkutan 

mengajukan sura t permohonan mutas i kepada Perangk£it 

Daerah/Uni t Ker ja Penerima; 

c. Kepala Perangkat Daerah/Uni t Ker ja pener ima mengajukan 

u s u l a n mutas i mela lui S is tem Informasi Mutas i Pegawai 

Ter integrasi dengan me lampi rkan dokumen persetujuajn 

  

  

  

          “ 
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Pasal I 

| 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 34) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d di hapus sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Mutasi PNS bagi Jabatan Pelaksana yang diusulkan oleh kepala 

Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut: 

a. kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Penerima mengajukan surat 

permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal, 

kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal menerbitkan surat 

persetujuan mutasi, 

kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan 

usulan mutasi melalui Sister Informasi Mutasi Pegawai 

Terintegrasi dengan melampirkar: persetujuan Kepala Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja asal dan dokuraen analisis jabatan dan analisis 

beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan, 

dihapus, 

BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapat 

persetujuan Pyb. 

(2) Mutasi PNS bagi jabatan pelaksana yang diusulkan perorangan 

dilaxsanakan sebagai berikut: 

a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi kepada 

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal, 

Apabila disetujui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan 

mengajukan surat permohonan mutasi kepada Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja Penerima, 

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan 

usulan mutasi melalui Sistem Informasi Mutasi Pegawai 

Terintegrasi dengan melampirkan dokumen persetujuan
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Perangkat Daerah Asa l dan dokumen ana l i s i s j aba tan dan analisjis 

beban ker ja u n t u k j aba tan PNS yang bersangkutan; 

d. d ihapus; 

e. B K P P menerbi tkan Sura t Per intah Tugas setelah mendapat 

persetujuan Pyb. 

Ketentuan Pasa l 9 ayat (1) d iubah dan d i tambahkan 1 (salu) ayat yakjni 

ayat (3) sehingga Pasa l 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa l 9 

(1) Da l am ha l kepentingan ked inasan, PPK dapat memutas i PNS di 

Pemerintah Daerah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana 

dim a k s u d da lam Pasa l 7. 

(2) Kepientingan ked inasan sebagaimana d imaksud pada AySiX. (1) u n t u k 

pengembangan pegawai, menciptakan ik l im organisasi ^^ang kondusif , 

pembinaan pegawai dan kesesua ian d(5ngan pola kar ier . 

(3) Kev/enangan PPK sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d i d e l e gas i k^ 

kepada Sekretar is Daerah. 

Ketentuim Pasa l 12 h u r u f m dan huru i ' o d ihapus sehingga Pasa l 

berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasa l 12 

Persyargitan yang h a r u s d ipenuhi da lam mengajukan mutas i ke dalgipi 

Pemerintah Daerah mel iputi : 

a . Sura t permohonan mutas i dar i PNS bersangkutan ygmg d i t u j u k ^ 

kepada Wal i Kota Gorontgdo; 

b. Do lmmen Ana l i s i s j aba tan dan ana l i s i s beban ker ja dar i ins tans i asjgd 

dan. uni t ker ja penerima; 

c. Sura t rekomendasi tersedia j aba tan dan anggaran gaji dar i un i t ker|a 

penerima; 

d. Sa l i nan sura t keputusan CPNS yang dilegalisir; 

e. Sa l inan sura t keputusan PNS yang dilegalisir; 

f. Sa l i nan sura t kepu tusan pangkat terakhir yang dilegalisir; 

g. Sa l inan K a r t u Pegawai yang dilegalisir; 

h . Sa l inan I jazah terakhir dan Trgmskrip n i la i yang dilegalisir; 

  
PERANGKAT 
DAERAH 
  

HOKI 2   
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Perangkat Daerah Asal dan dokumen analisis jabatan dan analisis 

beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan, 

d. dihapus, 

e. BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapat 

persetujuan Pyb. 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni 

ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Dalam hal kepentingan kedinasan, PPK dapat memutasi PNS di 

Pemerintah Daerah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk 

pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, 

pembinaan pegawai dan kesesuaian dengan pola karier. 

(3) Kewenangan PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didelegasikan 

kepada Sekretaris Daerah. 

Ketentuan Pasal 12 huruf m dan huruf o dihapus sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan mutasi ke dalam 

Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan yang ditujukan 

kepada Wali Kota Gorontalo, 

b. Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal 

dan. unit kerja penerima, 

c. Surat rekomendasi tersedia jabatan dan anggaran gaji dari unit kerja 

penerima, 

d. Salinan surat keputusan CPNS yang dilegalisir, 

e. Salinan surat keputusan PNS yang dilegalisir, 

f. ' Salinan surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir, 

g. Salinan Kartu Pegawai yang dilegalisir, 

h. Salinan Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dilegalisir,



i . S a l inan peni la ian prestas i ker ja yang berni lai baik da lam 2 (dua) t a h u n 

terrtkhir yang dilegalisir; 

j . Sa l inan serti f ikat/penghargaan diklat a tau k u r s u s yang pemah d i ikut i 

bagi yang memil ik i ; 

k . Sura t keterangan t idak sedang da lam proses a tau menja lani h u k u m a n 

dis ipl in dan/a tau proses pergidilan dar i ins tans i yang 

menyelenggarakan u r u s a n dibidang k epegawaian daerah asa l ; 

1. S u i a t keterangan t idak sedang da lam proses u s u l ken i i ikan pangkjat 

periode berjalan dar i ins tans i yang menyelenggarakan u r u s a n dibidaijig 

kepegawaian daerah asa l ; 

m . Sura t keterangan sehat j a s m a n i dar i r u m a h saki t pemerintah; 

n . Sura t keterangan bebas temugm yang diterbitkan oleh Inspektorjat 

set(;mpat; 

o. D ihapus 

p. Sura t keterangan t idak sedang menjalani tugas belajar dar i instar is i 

yang menyelenggarakan u r u s a n dibidang kepegawaian daerah asa l ; 

q. B e r u s i a paling tinggi 45 (empat } )u luh lima) t a h u n pada saat 

permohonan diter ima yang d ibukt ikar dengan sa l inan K T P elektronik, 

r. S a l m a n sura t keputusan pengangkatan da lam j aba tan terakhir bagi 

yang menduduk i j aba tan administrator/jabatan peng;awas/jabatan 

fungsional; 

Ketentuim Pasa l 19 d iubah sehingga Pasa l 19 berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasa l 19 

Persyargitan yang h a m s dipenuhi da lam pengajuan mutas i k e l u ^ 

Pemerintah Daerah mel iputi : 

a . Sura t permohonan mutas i PNS yang bersangkutan y£ing d i tu jukan 

kepada Wal i Kota Gorontalo. 

b. Sura t permintaan persetujuan mutas i dar i i ns tans i pemerintgh 

penerima; 

c. Sura t rekomendasi dar i kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

d. Do lmmen Anal is is j aba tan dana ana l i s is beban ker ja PNS yang 

bersangkutan; 

e. Sura t keterangan bebas t emuan dar i Inspektorat Kota Gorontalo; 
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i. Salinan penilaian prestasi kerja yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir yang dilegalisir, 

j- Salinan sertifikat/penghargaan diklat atau kursus yang pernah diikuti 

bagi yang memiliki, 

k. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman 

disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi yang 

menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal, 

Il. | Surat keterangan tidak sedang dalam proses usul kenaikan pangkat 

periode berjalan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang 

kepegawaian daerah asal, 

m. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah, 

n. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat 

setempat, 

Oo. Dihapus 

p. Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi 

yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal, 

ga. Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat 

permohonan diterima yang dibuktikan dengan salinan KTP elektronik. 

r. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi 

yang menduduki jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan 

fungsional, 

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi keluar 

Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan yang ditujukan 

b. Surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi pemerintah 

kepada Wali Kota Gorontalo. 

penerima, 

Cc. Surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, 

d. Dokumen Analisis jabatan dana analisis beban kerja PNS yang 

bersangkutan, 

e. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kota Gorontalo,
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f. Sura t keterangan t idak sedang menja lani tugas belajar dan i ka t an 

dingLS dar i B K P P ; 

g. Sura t keterangan t idak sedang da lam pengurusan kena ikan pangkat 

periode berjalan dar i B K P P ; 

h . Sura t keterangan t idak sedang menja lani/ di jatuhi h u k u m a dis ipl in da ri 

BKF 'P ; 

Ketentugin Pasa l 24 ayat (1) d ihapus sehingga Pasa l 24 berbunyi sebagJu 

ber ikut: 

Pasa l 24 

(1) D ihapus . 

(2) PNS. dapat dipromosikan ke da lam J a b a t a n administrator sepanjar g 

meraenuhi persyaratan j aba tan dan/atau berdasarkan has i l 

manajemen talenta yang tercantum da lam kelompok renc:ana sukses i . 

(3) Promosi J a b a t a n administrator PNS merupakan bentuk pola kar ier 

ygmg dapat berbentuk: 

a . vert ika l ; a t au 

b. diagonal. 

(4) Promosi J a b a t a n administrator PNS berbentuk ver t ika l sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) h u r u f a terdir i a tas : 

a . promosi di un i t ker ja Perangkat Daerah ; dan 

b. promosi antar un i t ker ja Pergmgkat Daerah. 

(5) Promosi J a b a t a n administrator PNS berbentuk diagonal sebagaimai ia 

d imaksud pada ayat (3) h u r u f b merupakan promosi dar i J a b a t a n 

Fungs iona l . 

KetentuEin Pasa l 25 d iubah sehingga Passd 25 berbun5d sebag.ai ber ikut : 

Pasa l 25 

(1) D ihapus 

(2) Promosi pada J a b a t a n Administrator d i l aksanakan oleh PPK setelah 

mendapat pert imbangan t im penilai k iner ja PNS. 

(3) Pert imbangan t im peni lai k iner ja PNS sebagaimana di:inaksud pada 

ayat (2) d i l akukan berdasarkan perbandingan objektif ant;ara posisi PNS 

daltim kelompok rencgma sukses i , kompetensi, kua l i f ikas i , syarat 

        

  

      

  

2G 

f. ' Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan ikatan 

dinas dari BKPP, 

g. Surat keterangan tidak sedang dalam pengurusan kenaikan pangkat 

periode berjalan dari BKPP, 

h. Surat keterangan tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuma disiplin dari 

BKPP, 

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 24 

(1) Dihapus. 

(2) PNS dapat dipromosikan ke dalam Jabatan administrator sepanjang 

mernenuhi persyaratan jabatan dan/atau berdasarkan hasil 

manajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi. 

(3) Promosi Jabatan administrator PNS merupakan bentuk pola karier 

yang dapat berbentuk: 

a. vertikal, atau 

b. diagonal. 

(4) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk vertikal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah, dan 

b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah. 

(5) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk diagonal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari Jabatan 

Fungsional. 

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1) Dihapus 

(2) Promosi pada Jabatan Administrator dilaksanakan oleh PPK setelah 

mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS. 

(3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS 

dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat



J a b a t a n , peni la ian a tas prestasi ker ja, moral i tas dan kebutuhap 

organisasi . 

Ketentuan Pasa l 26 d iubah sehingga Pasa l 26 berbunyi sebaggd ber ikut: 

Pasa l 26 

(1) Persyaratan yang h a r u s d ipenuhi da lam promosi ke J a b a t a n 

Administrator meliputi : 

a . memi l ik i pengalaman pada J a b a t a n Pengawas paling singkat 3 

(tiga) t a h u n a tau J a b a t a n Fungs iona l yang setin.gkat dengan 

J a b a t a n Pengawas sesua i dengan bidang tugas j aba tan yang akat i 

d iduduki ; 

b. memi l ik i kua l i f ikas i dan tingkat p imdidikan pal ing rendah sar jana 

a tau diploma IV; 

c. memi l ik i integritas dan moral i tas yang baik; 

d. setiap u n s u r peni la ian prestas i ker ja pal ing sedikit berni la i baijk 

da lam 2 (dua) t a h u n terakhir ; 

e. memi l ik i kompetensi teknis , kompetensi manajer ia l dan 

kompetensi sos ia l k u l t u r a l sesua i s tandar kompetensi yang 

d ibukt ikan berdasarkan has i l eva luas i oleh t im penilai k iner ja 

PNS; 

f. sehat j a s m a n i dan rohani ; 

g. bebas tun tu tan ganti rugi has i l pemer iksaan dar i inspektorat; dah 

h . t idak sedang da lam proses pemer iksaan dan/a tau menja lani 

h u k u m a n dis ipl in. 

(2) D ihapus 

(3) Kompetensi teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e d iuk i i r 

dar i t ingkat dan spesia l isas i pendidikan, pelat ihan teknis fungsional, 

dan pengalaman bekerja secara teknis. 

(4) Kompetensi manajer ia l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 

d iu la i r dar i t ingkat pendidikan, pelatif ian s t ruk tu ra l a t au manajemer|i, 

dan pengalaman kepemimpinan. 

(5) Kompetensi sos ia l k u l t u r a l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f e d iukur dar i pengalaman kerjfi berkai tan dengan masyaraka t 

maj( ;muk da lam h a l agama, s u k u , dan budaya sehingga memil i lp 

wa^\'asan kebangsaan. 

  
PERARGIAT 
DAERAH 
  

KABAG   
  

          

Em 

Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan 

organisasi. 

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 26 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi ke Jabatan 

Administrator meliputi: 

a. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 8 

(tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan 

Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki, 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana 

atau diploma IV, 

C. memiliki integritas dan moralitas yang baik, 

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir, 

e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan 

kompetensi sosial kultural sesiaai standar kompetensi yang 

dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja 

PNS, 

f. sehat jasmani dan rohani, 

bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari inspektorat, dan 

h. tidak sedang dalam proses peraeriksaan dan/atau menjalani 

hukuman disiplin. 

Dihapus 

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur 

dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, 

dan pengalaman bekerja secara teknis. 

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, 

dan pengalaman kepemimpinan. 

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf e diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat 

majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki 

wawasan kebangsaan.
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(6) Pejabat fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a yang 

diangkat menjadi Pejabat Administrator h a r u s diberh.entikan dat i 

J a b a t a n Fungs iona l kecua l i J a b a t a n F'ungsional la in yang d i t entukaa 

pera.turan perundang-undangan. 

8. Ketentuan Pasa l 27 ayat (1) d ihapus sehingga Pasa l 27 berbunyi s ebag^ 

ber ikut: 

Pasa l 27 

(1) D ihapus 

(2) PNS dapat dipromosikan ke da lam J a b a t a n Pengawas sepanjanjg 

memenuhi persyaratan j aba tan dan/a tau berdasarkan h a s i l 

manajemen talenta yang tercantum daLam kelompok rencana sukses i 

(3) Promosi J a b a t a n pengawas PNS merupakan bentuk pola kar ier yar^g 

dapat berbentuk: 

a . vert ika l ; a t au 

b. diagonal. 

(4) Promosi J a b a t a n pengawas PNS berbentuk ver t ika l sebagaimapa 

d imaksud pada ayat (3) h u r u f a terdir i a tas : 

a . promosi di un i t ker ja Perangkat Daerah ; dan 

b. promosi antar un i t ker ja Perangkeit Daerah. 

(5) Promosi J a b a t a n pengawas PNS be ihentuk diagonal sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) h u r u f b merupakan promosi dar i jabatajn 

Fungs iona l . 

9. Ketentuan Pasa l 28 d iubah sehingga Pasa l 28 berbunyi sebag£ii ber ikut: 

Pasa l 28 

(1) D ihapus 

(2) Promosi pada J a b a t a n Pengawas d i l aksanakan oleh PPK setelafh 

meridapat pert imbangan t im penilai k iner ja PNS. 

(3) Pert imbangan t im peni lai k iner ja PNS sebagaimana d imaksud padla 

ayat (2) d i l akukan berdasarkan perbandingan objektif ant i i ra posisi PNS 

da lam kelompok rencana sukses i , kompetensi, kua l i f ikas i , syarfit 

J a b a t a n , peni la ian atas prestasi ker ja , moral i tas dan kebutuhajn 

organisasi . 

  

  

xX
x 

  

            

5 Bs 

(6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 

diangkat menjadi Pejabat Administrator harus diberhentikan dari 

Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional lain yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 27 

(1) Dihapus 

(2) PNS dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pengawas sepanjang 

memenuhi persyaratan jabatan dan/atau berdasarkan hasil 

mariajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi. 

(3) Prornosi Jabatan pengawas PNS merupakan bentuk pola karier yang 

dapat berbentuk: 

a. vertikal, atau 

b. diagonal. 

(4) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk vertikal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah, dan 

b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah. 

(5) Prormosi Jabatan pengawas PNS berbentuk diagonal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari jabatan 

Fungsional. 

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

(l) Dihapus 

(2) Promosi pada Jabatan Pengawas dilaksanakan oleh PPK setelah 

mer.dapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS. 

(3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS 

dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat 

Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan 

organisasi.
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ICi. Ketentuan Pasa l 29 d iubah sehingga Pasa l 29 berbunyi sebagaii ber ikut: 

Pasa l 29 

(1) Persyaratan yang h a r u s d ipenuhi da lam promosi ke J a b a t a n Pengawas 

mel iputi : 

a . Memil iki pengalaman da lam J a b a t a n Pe laksana pal ing 

s ingkat 4 (empat) t a h u n a t au J F yang setingkat dengan J a b a t a n 

Pe laksana sesua i dengan bidang tugas j aba tan yang a k a n 

d iduduki ; 

b. memi l ik i kua l i f ikas i dan t ingkat pendidikan pal ing rendah Dip lom^ 

I I I a t au yang setara; 

c. memi l ik i integritas dan moral i tas yang baik; 

d. setiap u n s u r peni la ian prestasi ker ja paling sedikit berni lai bai|k 

da lam 2 (dua) t a h u n terakhir ; 

e. memi l ik i kompetensi teknis , kompetensi manajer ia l dan 
I 

kompetensi sos ia l k u l t u r a l sesua i s tandar kompetensi yang 

d ibukt ikan berdasarkan has i l eva luas i oleh t im peni lai k ine r j^ 

PNS; 

sehat j a s m a n i dan rohani . f. 

g-

h . 

bebas tun tu tan ganti rug i has i l pemer iksaan dari inspektoraq 

dan 

t idak sedang da lam proses pemer iksaan dan/a tau menjalarjii 

h u k u m a n dis ipl in. 

(2) D ihapus ; 

(3) Kompetensi teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e d iuk i i r 

dar i t ingkat dan spes ia l isas i pendidikan, pelat ihan tekni s fungsional, 

dan pengalaman bekerja secara teknis . 

(4) Kompetensi manajer ia l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 

diufcair dar i t ingkat pendidikan, pelatit ian s t r u k t u r a l a tau manajemer^, 

dan pengalaman kepemimpinan. 

(5) Kompetensi sos ia l k u l t u r a l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u n i f 

e d iukur dar i pengalaman ker ja berka i tan dengan masyareikat majemuk: 

da lam h a l agama, s u k u , dan budaya sehingga memi l ik i w a w a s a a 

kebangsaan. 

  
PERANGKAT 
DAERAH 
  

KABAG 
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Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Pasal 29 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalarn promosi ke Jabatan Pengawas 

meliputi: 

a. Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling 

singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan 

Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan 

diduduki, 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 

III atau yang setara, 

Cc. memiliki integritas dan moralitas yang baik, 

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir, 

e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan 

kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang 

dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja 

PNS, 

f. ' sehat jasmani dan rohani. 

g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari inspektorat, 

dan 

h. tidak sedang dalam proses permeriksaan dan/atau menjalani 

hukuman disiplin. 

Dihapus, 

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur 

dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, 

dan pengalaman bekerja secara teknis. 

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, 

dan pengalaman kepemimpinan. 

Kompetensi sosial kultural sebagaimar:a dimaksud pada ayat (1) huruf 

e diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk 

dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan 

kebangsaan.
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(6) Pejabat fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a yahg 

diangkat menjadi Pejabat Pengawas h a r u s diberhent ikan dar i J a b a t a n 

fungsional kecua l i J a b a t a n Fungs iona l la in yang d i tentukan p e r a t u r ^ 

perundang-undangan. 

11 . Ketentuan Pasa l 32 d iubah sehingga Pasa l 32 berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasa l 32 

Rapat T i m Peni lai K iner ja PNS d i l aksanakan sesueii kebutuhan dengjin 

memperhat ikan pokok-pokok pembahasan. 

Pasa l I I 

Pera turan Wil l i Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan P e r a t u r ^ 

Wali Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Dit iJtapkan di Gorontalo 

pada tanggal 2 0 November 2023 

^ W A L l KOTA GORONTALO ,^ 

E N A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal ^..f^tf^ovember 2023 

S E K R E T A R I S / D A E R ^ KOTA GORONTALO, 

ISM 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2.3 

  

  

  

          N
I
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(6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 

diangkat menjadi Pejabat Pengawas harus diberhentikan dari Jabatan 

fungsional kecuali Jabatan Fungsional lain yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan 

memperhatikan pokok-pokok pembahasan. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 20 November 2023 

jai KOTA GORONTALO, 

NN 
TEN A. TAHA 

Pe 

Diundangkan di Gorontalo 

Ovember 2023 

KOTA GORONTALO, 

pada tanggal 

SEKRETARIS, 
   
    

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2.3


